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ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT ON THE PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF EMBEZZLEMENT OF LAND CERTIFICATES
(Study of Decision Number: 72/Pid/2013/PT.TK)

By
SAGITA GUMPITA SARI

Perpetrators of criminal acts of embezzlement should get a maximum sentence of five
years in accordance with the provisions of Article 374 Criminal Code. The judges in
Decision No. 72/Pid/2013/PT.TK, convict the perpetrators of criminal acts of
embezzlement by imprisonment for three (3) years, as proven legally and
convincingly of committing criminal offenses of embezzlement. The problem in this
research are: (1) What is the basic consideration of the judge in imposing punishment
on the perpetrators of criminal acts of embezzlement of land certificates in Decision
No. 72/Pid/2013/PT.TK? (2) Does the judge sentence imposed against perpetrators of
criminal acts of embezzlement of land titles sense of fairness

The approach used in this study is normative and empirical. Data collection
procedures performed with the literature study and field study. The data were then
analyzed qualitatively.

The results showed: (1) The basic consideration for the judge in deciding for 3 years
in prison on criminal embezzlement in Decision No. 72/Pid/2013/PT.TK is the fact of
the trial showed the defendant was legally and convincingly committed the crime of
embezzlement as charged by the Public Prosecutor. Moreover there is no justification
and excuses that can be used as a reason to release or acquit the defendant, so that the
defendant must be convicted according to the wrong he had done. (2) imprisonment
for three years against the perpetrators of the crime of embezzlement is quite in
accordance with the sense of justice because of the threat of piodana maximum
criminal offenses evasion is five years in prison, in addition to this case caused the
victim suffered material losses are big enough, so with dijatuhinya criminal three
years prison can provide a deterrent effect and as a lesson for others from committing
similar offenses.

Suggestions in this study are: The judge in the verdict should consider the public
sense of justice, especially victims of crime who have suffered material losses. The
judge in order not to hear the case based only on legislation, but also a sense of justice
and wisdom in society.

Keywords: Imposition of criminal, evasion, Certificate



ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK)

Oleh
SAGITA GUMPITA SARI

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama lima
tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:
72/Pid/2013/PT.TK, menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah pada Putusan Nomor:
72/Pid/2013/PT.TK? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan sertifikat tanah memenuhi rasa keadilan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Prosedur
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana 3 tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan
Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK adalah fakta persidangan menunjukkan terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu tidak ada alasan pembenar dan
alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk melepaskan atau membebaskan
terdakwa, sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang
dilakukannya. (2) Pidana penjara selama tiga tahun terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan sudah cukup sesuai dengan rasa keadilan karena ancaman piodana
maksimal tindak pidana penggelapan adalah lima tahun penjara, selain itu perkara ini
menyebabkan korban mengalami kerugian materil yang cukup besar, sehingga
dengan dijatuhinya pidana tiga tahun penjara dapat memberi efek jera dan sebagai
pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, khususnya korban tindak pidana yang
telah mengalami kerugian materil. Hakim dalam mengadili perkara agar tidak hanya
berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan
dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Penggelapan, Sertifikat
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai
alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi
juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum
diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk
atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan
maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat
itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup
bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Eksistensi hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk
keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin
adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan

sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

! Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
him. 14.



Pemberlakukan hukum didasarkan atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu
di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana
dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan
perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak
pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila
ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. >

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi
hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi
perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan
umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi
sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik
hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia
dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara
tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak
pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor
penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak
pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan

? Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11



kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang
pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan®

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam
kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan menurut Pasal
374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) vyaitu penggelapan yang
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama
lima tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Dalam Putusan Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menguatkan putusan pengadilan negeri yang
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Irawan Bin Nimbang Nawawi
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan atas sertifikat tanah.

¥ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
him. 17.



Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam surat tuntutan pidana
No.Reg.Perk.:PDM-15/MGL/01/2013, yang pada pokoknya meminta supaya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
yaitu Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana ”bersama-
sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”, sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam
Dakwaan Alternatif Pertama. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Hakim dalam memutuskan perkara harus adil dan teliti, sehingga tidak
menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim
hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika
keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama,
sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan
nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.
Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung No: 02/PERMA/1X/2012 tentang Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan Pidana. Selain itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan
segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari
sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai

dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang
berjudul: Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah pada Putusan Nomor:
72/Pid/2013/PT.TK?

b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana

penggelapan sertifikat tanah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana penggelapan sertifikat tanah pada Putusan Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK
serta pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
sertifikat tanah memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah
pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan

Tahun 2016.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat
tanah pada Putusan Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK

Untuk mengetahui dan menganalisis pidana yang dijatuhkan hakim terhadap

pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah sesuai dengan rasa keadilan

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara

praktis sebagai berikut:

a.

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan bebas oleh majelis
hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana penggelapan yang relevan dengan keadilan



D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka
acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,
khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka
teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. *

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini
dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping

* Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, hIm.103.



adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.”

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya. ®

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak
tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim
dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus
mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang
sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai’ ada beberapa teori atau
pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

% Ibid, him.104.
® Ibid, him.105.
" Ahmad Rifai, Op Cit. him.105-106.
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2)

3)

Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan
putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari
hakim

Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam
peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-
mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan
ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.



4)

5)

6)

b.
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Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok
perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,
serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan olenh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini
berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini
menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut
bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi
anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,

masyarakat dan bagi bangsanya.

Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek

prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke
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dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif,
keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut
pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat.
Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan
yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah

setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. ®

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.
Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada
yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,
yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil®

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum
ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa
lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis,
kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya
faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat
kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim
semestinya mampu menjadi Sseorang interpretator yang mampu menangkap
semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan
normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena

hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut

8 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com
% Sudarto. Op Cit. him. 64
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untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan
normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit
diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan
hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang
tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang
secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan
substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal
salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil
(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar
substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim
harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan
substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi
rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian.’® Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

19 5perjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
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a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah**

b. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah
memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan
pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya'?

c. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib
hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku,
dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum®®

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum®*

e. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP
adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

1| exy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hIm. 54

12 Moeljatno, OP.Cit, him. 46

3 p A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. him. 16.

4 satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
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karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama

lima tahun.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

v

PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhan pidana, tinjauan umum putusan hakim, tindak pidana

penggelapan.

METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penggelapan sertifikat tanah pada Putusan Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK dan
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kesesuaian penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

sertifikat tanah dengan rasa keadilan.

PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)"

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

(unus testis nullus testis).*®

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses
penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

15 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11
'® Ibid. him. 11
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berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara
keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai
pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini
dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan
bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.*’

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, hIm.103.
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(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
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juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat
pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua
perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. *2

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. la
menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di

siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan

'8 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 77
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member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.™
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam
sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di sati pihak berguna bagi
terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau
kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui
visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum

19 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta.2010. him.112
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atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas,

dan moralitas dari hakim yang bersangkutan®

Secara umum produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada
tiga macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta
perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah
antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai

putusan.?

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri

perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan,
baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum
menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum
tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan
yaitu: putusan gugur, putusan Verstek yang tidak diajukan verzet, putusan

tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak

20 1bid. him.113
2L ilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
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berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali
bila undang-undang menentukan lain
b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan
perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan
sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan
jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak
dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja
Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta
ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan
selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya
dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan
sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan
sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan
akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh dari

putusan itu dengan biaya sendiri®?

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan
dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :
a. Putusan gugur
Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan
gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah

dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur

22 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.
2010. him. 77-79
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dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan

gugatan/permohonan dan apabila telah dipenuhi syarat:

1) penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam
sidang hari itu

2) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak
pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu
karena suatu halangan yang sah

3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang

4) Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua,

maka dapat pula diputus gugur dan dalam putusan gugur, penggugat/pemohon

dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan

banding atau diajukan perkara baru lagi

. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat
hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir dan putusan
Verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah
tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang
tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah
dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan Verstek dapat dijatuhkan apabila
memenuhi syarat :

1) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
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2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula
mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena
suatu halangan yang sah

3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

4) Penggugat hadir dalam sidang

5) Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula
diputus Verstek. Putusan Verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan
dan belummenilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila
gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan Verstek berupa
mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh
karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali
dalam perkara perceraian, sedangkan apabila gugatan itu tidak beralasan dan
atau melawan hak maka putusan Verstek dapat berupa tidak menerima gugatan

penggugat dengan Verstek.

Terhadap putusan Verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan
(verzet). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan
hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap
putusan Verstek maka penggugat dapat mengajukan banding, dan apabila
penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan

verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding
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Putusan kontradiktoir

Putusan  kontradiktoir  adalah  putusan akhir yang pada saat
dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.
Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat
maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir

dapat dimintakan banding.*®

Selanjutnya apabila dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim

dibagi sebagai berikut:

a. Putusan tidak menerima

Putusan tidak menerima adalah putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak
menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain
gugatan  penggugat/pemohonan  pemohon  tidak  diterima  karena
gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formail
maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka
hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat
diterima atau tidak menerima gugatan penggugat dan meskipun tidak ada
eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat
tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau

terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan menolak gugatan penggugat
Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan

setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugat

23 |bid. him. 80-81
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tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim
harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi,

agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak
menerima selebihnya
Putusan ini merupakan putusan akhir dan dalam kasus ini, dalil gugat ada
yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat
sehingga dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan, dalil gugat
yang tidak terbukti maka tuntutannya ditolak dan Dalil gugat yang tidak

memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh
dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk
mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin
didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada
sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk

dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. **

Menurut Lilik Mulyadi, dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus
memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan
berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal
yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

2% |bid. him. 82-83
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(1) Nomor Putusan

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa)

(3) Identitas Terdakwa

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)

(5) Surat Dakwaan

(6) Tuntutan Pidana

(7) Pledooi

(8) Fakta Hukum

(9) Pertimbangan Hukum

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana

Pernyataan kesalahan terdakwa

Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

Kualifikasi dan pemidanaan

Penentuan status barang bukti

Biaya perkara

Hari dan tanggal musyawarah serta putusan

Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan

Penasehat Hukumnya®

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana

dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu Hakim pada saat menganalisis apakah

terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi

masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah

ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya

itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau

seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam

perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

2% | ilik Mulyadi. Op. Cit, him. 154-155
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C. Pemidanaan

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan
berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim
melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara

profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. 2°

Tujuan pidana dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia
adalah untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus
(special prevention) dengan prevensi umum (general prevention), prevensi khusus
dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini
ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk
tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana
terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana
dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak
pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu
pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan

pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber
dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya
sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang
merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan
beberapa penyesuaian, bahkan teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam

bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin

%6 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.7.
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maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula
hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik,

pejabat atau golongan etnis.?’

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan
sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum
pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara
tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya
pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di
Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan
kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut
dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang
sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah
asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada

% Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. him.28
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nilai-nilai budaya dan bahkan ada ekspansi (perluasan) dengan aspirasi

masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.?®

Penjelasan Umum RUU KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP
peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya
merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha
tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung
pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan
serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut,
reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan
tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang.
Tercatat ada 785 pasal dalam RKUHP Tahun 2015. Jumlah rancangan pasal yang
sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak
pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang
mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala kriminalisasi yang berlebihan

(over criminalization).

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari
konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan
pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi

2 1bid. him.29



31

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi
perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi
landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.
Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk
mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. *°

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan
adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang
bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-
undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b)
Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian
proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.
Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu
kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, ¢) Perumusan
tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan
sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi

pemidanaan yang jelas dan terarah. *°

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus
dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa
pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis
pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan

bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni

2 Barda Nawawi Arief. Ibid. him.30
% |bid. him.31
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dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus
dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang
disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.
Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau
pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan

perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana
tambahan. Pidana pokok terdiri atas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65
adalah: (1) Pidana penjara (2) Pidana tutup (3) Pidana pengawasan; (4) Pidana
denda (5) Pidana kerja sosial. Sementara pidana mati merupakan pidana pokok

yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66) **

Jenis-jenis pidana tambahan dalam RUU KUHP Tahun 2015 adalah: (a)
Pencabutan hak tertentu (b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan (c)
Pengumuman putusan hakim;(d) Pembayaran ganti kerugian; (d) Pemenuhan
kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum. Ketentuan lain yang
menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai
perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60
yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok
secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih
diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang

tercapainya tujuan pemidanaan.

31 |bid. him.28
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Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia
dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut,
diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu
diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut
memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun
semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada
pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai

suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

D. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®?

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.*®

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

32 Andi Hamzah, Op.Cit. him. 19.
3 pAF. Lamintang, Op.Cit, him. 16.


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779

34

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu
yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan®

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “’tindak pidana” adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait
dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan
bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu.

3 Ibid, him. 17.
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c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat
pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan
orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan
olehnya”. ®

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. ¥

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian
dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti
halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka
bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap
istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami
pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan
dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan
pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu
istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa

Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”. *

% Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him. 34
% Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 31.
¥ p_AF Lamintang, Loc.Cit, him. 172.

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 37.
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Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak
pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit).*

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld );

Melawan hukum (onrechtmatig);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). “°

®o0o

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian
membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa
yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari
perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang
dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan
adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur

tindak pidana meliputi:

o}

. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

b. Bersifat melawan hukum;

o

. Dilakukan dengan kesalahan, dan

o

. Patut di pidana. *

% 1bid, him. 175.
“01bid, him. 176.
1 1bid, him. 176.
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Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, antara lain sebagai berikut:

a)

b)

d)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain
kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat dalam
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran® itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke 11
dan Buku ke Il melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil
adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu
adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang
pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan
akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang
itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana
murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur
terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal
338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal*?

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil

“2 Ibid, him. 77
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dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal
balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya
yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya,
politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan
seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirya melahirkan apa
yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindugi kepentingan-kepentingan yang
ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati.
Terhadap orang yang melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada
orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi
seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman

baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 374 KUHP
adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang
tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah
menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh
undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang

memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam
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undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur
objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana

tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau
bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris
dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.*?
B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber
untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber
hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

*% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.55
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Bahan hukum primer bersumber dari:

1)

2)

3)

4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang Nomor: 72/Pid/2013/PT.TK

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah penelitian.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang : 1 orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :1orang +
Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan
mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden
sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
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a. Seleksi data
Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Kilasifikasi data
Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang
telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar
diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data
Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling
berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun
secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan
metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik

kesimpulan yang bersifat umum.*

* 1bid. 1986. him.102



V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tiga tahun penjara
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor:
72/Pid/2013/PT.TK adalah pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum. Selain itu tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang
dapat dijadikan alasan untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa,
sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang

dilakukannya.

2. Pidana penjara selama tiga tahun terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
sudah cukup sesuai dengan rasa keadilan karena ancaman pidana maksimal
tindak pidana penggelapan adalah lima tahun penjara, selain itu perkara ini
menyebabkan korban mengalami kerugian materil yang cukup besar, sehingga
dengan dijatuhinya pidana tiga tahun penjara dapat memberi efek jera dan

sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.



75

B.Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat, khususnya korban tindak pidana yang telah mengalami
kerugian materil. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek
jera kepada pelaku dan sebagai upaya pencegahan tindak pidana di masa-masa
yang akan datang.

2. Hakim dalam mengadili perkara disarankan untuk mempertimbangkan
keseluruhan proses pengambilan keputusan, bukan hanya berlandaskan
peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam

masyarakat.
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